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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila para pihak tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan 

dalam Hukum Islam disebut sebagai fasakh. Fasakh bisa terjadi karena syarat-

syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang 

datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan. Batalnya 

perkawinan tidak dapat terjadi dengan sendirinya, namun harus melalui 

pengajuan ke Pengadilan oleh pihak-pihak yang berhak. Pihak yang dapat 

membatalkan perkawinan diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 UU 

Perkawinan. Aturan yang merumuskan bahwa Jaksa termasuk salah satu pihak 

yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah Pasal 26 ayat (1) UU 

Perkawinan. Namun terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 

K/AG/1994 tertanggal 15 November 1995 yang menganggap bahwa jaksa 

merupakan Pejabat yang tidak berwenang untuk mengajukan pembatalan 

perkawinan yang dilangsungkan secara islam berdasarkan Pasal 23 UU 

Perkawinan juncto Pasal 73 KHI.  

Putusan tersebut keliru, karena rumusan dalam Pasal 23 huruf (c) UU 

Perkawinan yang merumuskan “pejabat yang berwenang”. perlu dilakukan 

penafsiran sistematis terhadap Pasal 73 KHI huruf (c) yang merumuskan 

“pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan”, dari bunyi 

Pasal 73 KHI huruf (c) tersebut dapat disimpulkan pejabat yang dimaksud 

dalam Pasal 23 UU Perkawinan salah satunya adalah pejabat yang berwenang 

mengawasi pelaksanaan perkawinan. Selain itu penafsiran sistematis juga dapat 

dilakukan dengan memberikan arti dari bunyi Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan. 

Apabila Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan dibandingkan dengan Pasal 23 UU 
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Perkawinan, maka yang tidak disebutkan dalam Pasal 23 UU Perkawinan yaitu 

jaksa. Dengan melakukan penafsiran sistematis Pasal 26 ayat (1) UU 

Perkawinan terhadap Pasal 23 UU Perkawinan jo. Pasal 73 KHI, maka jaksa 

merupakan salah satu pejabat yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan 

perkawinan.  

Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa kedudukan jaksa merupakan pejabat 

yang berwenang dalam melakukan permohonan pembatalan perkawinan. 

Namun, kewenangan jaksa untuk mengajukan pembatalan perkawinan terbatas 

pada alasan Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat 

perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang 

dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.  

Kedudukan jaksa sebagai pihak pemohon pembatalan perkawinan diperkuat  

oleh Pasal 45 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang merumuskan bahwa alasan-

alasan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan dikategorikan 

sebagai pelanggaran Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (3) dalam PP No.9 Tahun 1975. 

Sehingga kedudukan jaksa sebagai pihak yang berhak untuk melakukan 

pembatalan perkawinan itu tidak terlepas dari pengertian jaksa pada umumnya 

di bidang pidana sebagai pejabat umum yang menuntut seseorang yang diduga 

telah melanggar hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan jaksa ialah 

sebagai pihak pemohon/pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengajukan 

pembatalan perkawinan. 

2. Akibat hukum terhadap hak waris anak dari perkawinan yang telah dibatalkan 

oleh jaksa, anak tersebut dianggap sebagai anak sah karena pembatalan 

perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak. Maka dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dalam hal kewarisan, anak masih memiliki hak waris dari 

kedua orang tuanya serta memiliki hubungan kekeluargaan pula dari kedua 

orang tuanya. Bagi anak yang belum dewasa maka kedua orang tua 

berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak tersebut meskipun 

perkawinan antara orang tuanya telah dibatalkan.  
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Konsekuensi logisnya anak tersebut berhak mendapatkan waris apabila orang 

tuanya meninggal dunia dan ada harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. 

Bagi pewaris yang bukan beragama Islam maka dapat menggunakan waris 

menurut KUHPerdata. Harta warisan berasal dari harta kekayaan orang tua 

termasuk di dalamnya harta bersama suami istri yang bertindak dengan itikad 

baik dan harta bawaan masing-masing suami istri. Bagian anak akibat 

pembatalan perkawinan sama seperti anak sah dan termasuk dalam ahli waris 

golongan I berdasarkan KUHPerdata, bagian waris anak dalam waris 

berdasarkan KUHPerdata tidak membedakan jenis kelamin baik perempuan 

atau laki-laki, waktu kelahiran, dan dari perkawinan yang pertama atau yang 

kedua. Anak sebagai ahli waris memiliki hak untuk berpikir lebih dahulu untuk 

dapat menyelidiki keadaan warisan, sehingga anak berhak untuk mewarisi 

apabila tidak menolak waris atau bukan termasuk orang yang tidak patut 

mewaris.  

Bagi pewaris dan ahli waris yang beragama Islam maka pembagian waris 

dilakukan berdasarkan hukum waris islam atau disebut juga sebagai fara’idh. 

Waris Islam memiliki prinsip ijbari yaitu harta warisan akan beralih karena 

adanya pertalian darah atau perkawinan, dan ahli waris tidak memiliki hak 

untuk menolak atau berpikir terlebih dahulu. Harta warisan yang akan beralih 

pada anak berasal dari harta peninggalan pewaris termasuk didalamnya berasal 

dari sebagian harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami istri. 

Sehingga ketika orang tua meninggal dunia, maka anak dari perkawinan yang 

telah dibatalkan berhak atas harta warisan. Bagian waris bagi anak laki-laki 

adalah 2:1 dari bagian anak perempuan.  

 

5.2 Saran 

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran 

untuk kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan dan akibat pembatalan 

perkawinan terhadap hak waris anak ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 
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1. Setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus memperhatikan 

syarat-syarat perkawinan agar perkawinan menjadi sah dan mencapai tujuan 

perkawinan yang kekal dan abadi. Pejabat pelaksana perkawinan juga perlu 

lebih teliti dalam persyaratan formal agar menghindari kesalahan yang 

mengakibatkan pembatalan perkawinan. 

2. Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 196 K/AG/1994 tertanggal 

15 November 1995 yang keliru, maka akibat hukumnya adalah putusan dapat 

dibatalkan (vernietigbaar). Seharusnya terhadap semua putusan inkracht van 

gewijsde yang keliru perlu dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu dengan 

melakukan permohonan Peninjauan Kembali dalam jangka waktu 180 hari 

sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung akan 

membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, dan 

selanjutnya memeriksa, serta memutus sendiri perkaranya. Sehingga apabila 

terjadi kasus serupa yaitu pembatalan perkawinan oleh Jaksa, yurisprudensi 

keliru yang telah dibatalkan tidak akan dirujuk oleh hakim selanjutnya. 

3. Diperlukan adanya aturan tambahan yang lebih rinci mengenai pembatalan 

perkawinan yang diajukan oleh jaksa atau pejabat lainnya termasuk akibat 

hukumnya terhadap masalah pewarisan anak. 
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